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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif A tidak dilambangkan ا
 Ba B Bc ب
 Ta T Tc ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha K ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra  r  Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin S es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع




 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
 Wau W We و
 Ha Y Ha ھ
 Hamzah „ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i يَ 
 fatḥah dan wau Au a dan u وَ 
Contoh : 
ْيفَ    kaifa : ك 
 haula : ھ ْىلَ  
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 fathah dan alif atau ya‟ A a dan garis di atas ... ا|ََ ي...
 kasrah dan ya‟ I i dan garis di atas ي
 dammah dan wau U u dan garis di وَ 
atas 
Contoh  
اتَ   mata :ي 
ًَ ي  ر  : rama 
ق ْيمََْ : qila 
ْىتَ َ  ً ي  : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 




dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َلَ َ ْاأل ْطف  ةَ  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ه ة ََ ْانف اَض  َْيُ ةَ  د   ً ا ْن : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  al-hikmah :        ا ْنح 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
بَُّ ا  rabbana :ر 
ْيُ ا  najjainah :َ جَّ
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
ف ة َ  al-falsafah :ا ْنف ْهس 
 al-biladu :ا ْنب ال دَ 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 




tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
ْرتَ َ أ ي  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو ر   ta‟ muruna :ت أْي 
3. Hamzah akhir 
ْيءَ   syai‟un :ش 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur‟an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه  ( َّلال
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ ََّلاَّ  ٍ ْي د  Dinullah انَّههب ا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  





َََھ ىَْ ة ََّلاَّ  ً ْح  Hum fi rahmatillahف ْيَر 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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 Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan hakim terkait dengan 
perkara pembatalan nikah yang berlatar belakang kasus silariang sesuai dengan 
berkas perkara nomor 183/Pdt.G/2019/Pa.Batg pada Pengadilan Agama.Selain itu, 
penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau perkara tersebut dari sudut pandang 
hukum Islam dan hukum adat (silariang). 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif 
dengan paradigma yuridis normatif dan sosiologis.Sumber data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang 
diperoleh melalui analisis dokumen.Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
dengan ditunjang uji keabsahan berupa metode triangulasi untuk menarik 
kesimpulan akhir. 
 Hasil penelitian menemukanbahwa pertimbangan majelis hakim  
menerima perkara pembatalan nikah dengan No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg adalah 
karena adanya syariat nikah yang tidak terpenuhi, yaitu wali nikah yang tidak 
sesuai syariat Islam, di mana keluarga laki-laki menjadi wali nikah 
perempuan.Olehnya itu, perkaraini memang harus dibatalkan secara hukum 
formil.Berdasarkan hukum Islam, perkara pernikahan sudahselayaknya dibatalkan 
sebab silariang dalam pandangan Islam dan adat merupakan suatu yang hal tabu. 
 Implikasi Penelitian yang diharapkan adalah agar penelitian ini dapat 
memberikan edukasi mengenai perkara hukum dan perkara adat silariang dalam 
bentuk kasus putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan 













A. Latar Belakang Masalah 
 Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga sakinah 
mawaddah, rahma.dan dimana di dalam pernikahan ada banyak peraturan agama 
dan pemerintah yang harus ditaati, di dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu 
bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita mempunyai segi perdata, 
berlaku beberapa asas dan peraturan yang berlaku. Hal ini sudah dijelaskan 
dengan jelas dalam Undang-undang perkawinan Pasal 22 Nomor 1 Tahun 1974  
Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat – 
syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia 
gunamelangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan.Islam menganjurkan 
untukmelaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai 
ungkapandalam Al Qur‟an dan Al Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 
Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut 
Islam adalah suatu akad yangsangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan untuk mentaati 
perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah”
1
 
Perkawinan memberikan defnisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta : Direktorat Jenderal 




membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Didalam kitab Undang-Undang hukum perkawinan BAB I Pasal I ayat 8 
Kompilasi Hukum Islam memuat bahwa: 
a) Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas 
nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih 
hidup, tidak cakap dalam perbuatan hukum.  
Berdasrkan keterangan di atas menjelaskan bahwasanya di dalam sebuah 
perkawinan ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi sahnya suatu 
perkawinan dimana perwalian masuk dalam sahnya suatu perkawinan.Apabila 
perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali atau tanpa sepengetahuan wali maka 
pernikahan tersebut dinyatakan batal terhadap hukum.Karena melanggar 
ketentuan hukum BAB I ayat I pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.  . 
Jika dilihat dari hukum Islam, Pengertian (ta‟rif) perkawinan menurut 
Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: aqad yang sangat kuat 
atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah Swt. dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
2
Melakukan perbuatan ibadah berarti 
melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat 
dilaksanakan oleh mukallaf yang  memenuhi syarat.  
                                                          
2
 Asmin, Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang – Undang No 1 Tahun 




Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, 
hendaklah ia takwa kepada Allah Swt. demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam 
bentuk perkataan) Rasullullah Saw
3
. 
Rukun dan syarat nikah menjadi hal yang wajib ada, pada setiap prosesi 
akan melaksanakan sebuah pernikahan. Ketika seluruh rukun dan syarat ini 
terpenuhi, maka akan menjadikan sah nya sebuah hubungan pernikahan. Tetapi 
ketika dalam melaksanakan pernikahan tanpa adanya sebuah rukun dan syarat 
yang terpenuhi dan tertib, maka tidak akan sah dan berlaku pernikahan tersebut. 
Rukun dan syarat untuk melakukan sebuah pernikahan ini sejatinya sesuatu 
yang saling terkait dan tidak bisa untuk dipisahkan. Ketika antara dua hal ini 
dipisahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pernikahan tidak sah dimata 
agama. Adapun beberapa hal dalam rukun dan syarat ini menjadi kesatuan dalam 
tercapainya sebuah pernikahan / perkawinan sakinah mawaddah warahmah. 
Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan 
bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mentaati peraturan dan 
rukun suatu pernikahan sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 
Hal ini Nampak dari banyaknya  perkara Permohonan  pembatalan nikah yang 
mana permohonan tersebut diajukan sendiri oleh sipelakuh nikah  dari sebelah 
pihak yang  masuk pada lembaga peradilan agama khususnya di peradilan agama 
Bantaeng kelas II. 
Pada hakikatnya memenuhi rukun dan syarat ketentuan sahnya suatu 
perkawinan salah satunya mendapat restu atau sepengetahuan wali nikah kedua 
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belah pihak  bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang 
akan lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah. Hal 
ini berdampak pada hukum kewarisan serta berbagai urusan dokumen-dokumen 
Negara lainnya. 
Realitanya masih banyak masyarakat yang tidak „paham‟ terhadap rukun 
dan syarat nikah.Fenomena ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan disebut 
dengan silariang. Silariang secara bahasa berarti kawin lari. Namun, secara 
etimologi istilah ini berubah di Indonesia yang kemudian diartikan sebagai 
pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh Negara karena tidak melalui 
prosedur.Hal inilah yang membuat kawin lari seakan menjadi tren di Indonesia. 
Adanya banyak factor seperti kurangnya biaya pernikahan, tidak mendapat restu, 
peraturan yang ketat tentang pegawai yang tidak boleh menikah lebih dari sekali, 
dan lain-lain disinyalir menjadi sebab mengapa kemudian pernikahan siri yang 
awalnya dianggap tabuh kini menjadi hal lumrah. 
Konsep kawin lari sebenarnya telah lama ada dalam kehidupan 
masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar. Dalam budaya Bugis-
Makassar, nikah siri lebih dikenal dengan istilah silariang.Dari segi makna, 
silariang.Silariang merupakan sebuah budaya yang dianggap tidak sesuai dengan 
norma-norma yang berlaku dimasyarakat.Mengapa demikian, karena silariang 
merupakan “jalan terakhir” bilamana pernikahan secara „baik-baik” tidak dapat 
dilaksanakan. Keterpaksaan ini membuat pelaku silariang menjadi acuh terhadap 
rukun dan syarat nikah yang ada. Salah satu contoh kasus silariang ini terjadi 




kasus silariang yang terjadi dan kemudian diperkarakan ke Pengadilan Agama 
Bantaeng kelas II pada tahun 2019. 
Dalam perkembangannya, hakim memutuskan untuk membatalkan status 
pernikahan keduanya karena kedua mempelai menyalahi syarat sah perkawinan, 
yaitu dinikahkan oleh wali nikah yang tidak sah.Berdasarkan permasalahan 
tersebut, peneliti kemudian tertarikm untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Putusan Hakim tentang Silariang terhadap Pernikahan Tanpa 
Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi 
Kasus Pembatalan Nikah Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang “Analisis Putusan 
Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan  Tanpa Sepengetahuan Wali 
Nikah Di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Pembatalan Nikah 
No.183/Pdt.G/2019/Pa.Batg)” yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a) Silariang 
b) Pembatalan Nikah 
c) Wali Nikah 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan focus penelitian tersebut terdapat empat variabel penelitian 
yang akan digambarkan secara singkat agar pembaca tidak keliru dalam 




a) Pertama, Silariang atau kawin lari. Kondisi di mana sepasang kekasih 
yang tak beroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian 
keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak. 
b) Kedua, Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang 
menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, 
akibatnya adalah perkawinan itu di anggap tidak pernah ada. 
c) Ketiga, Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan 
dengan laki – laki yang sesuai dengan syari‟at Islam. Wali dalam 
pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat 
menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bahwa yang menjadi pokok 
permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana tinjauan hukum 
islam yang dibenturkan dengan hukum materil terhadap penetapan pengadilan 
dalam perkara pembatalan nikah yang  diterima nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg, 
akan diuraikan dalam beberapa sub-masalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majlis hakim mengabulkan 
penggugat perkara pembatalannikah dengan No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg? 
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majlis hakim mengbulkan gugatan 
penggugat perkara pembatalan nikah No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pengadilan agama 






D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa litelatur yang 
masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Skripsi Ilyas (2004) dengan judul “ImplikasiPembatalan Perkawinan 
Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/Pa Makassar)”. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan 
kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu 
dilangsungkan, di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat tinggal 
suami atau istri. Perbedaan dari skripsi ini adalah pada focus penelitiannya 
terkait pembatalan nikah poligami, Sedangkan persamaannya adalah 
terletak pada fokus kajian pembatalan pernikahannya. 
2. Tesis Muhammad Sabir(2015) dengan judul“Pembatalan Perkawinan Di 
Pengadilan Agama Maros menurut Hukum Islam Dan Perundang-
Undangan (Analisis Faktor Dan Maslahah)”. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa fasakh atau dikenal pembatalan perkawinan dalam 
hukum perdata dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Agama dan peraturan yang 
ada. KHI terbagi dua. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah hanya 
menyorot pembatalan nikah secara umum, sedangkan penelitian yang 




tidak dibatalkan. Adapun persamaannya adalah terkait kajian pembatalan 
nikah dalam persfektif hukum islam. 
3. Skripsi Suriana R. (2015) dengan judul“Pembatalan Perkawinan / 
“Fasakh” Dan Akibat-Kibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-
2014)”. hasil dari penelitian ini dapat diketahui yaitu pembatalan 
perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di pengadilan Agama 
Makassar tercatat di KUA yang dapat dimohonkan pembatalannya, 
sedangkan Akibat Hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang 
dibatalkan oleh Pengadilan Agama Makassar bahwa harta bersama yang 
diperoleh selama perkawinan serta anak-anak yang dilahirkan itu 
mempunyai status hukum yang jelas.Perbedaannya  adalah penelitian ini 
difokuskan pada pembatalan nikah secara umum, tanpa memandang dari 
perspektif budaya. Persamaannya sendiri terletak pada kajian pembatalan 
pernikahan 
4. Skripsi Hudalinnas (2012) dengan judul “Tradisi Merariq (Kawin Lari) 
Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari 
penelitian diperoleh adalah bahwa proses merariq ini harus didahului 
dengan melarikan atau menculik si gadis oleh calon mempelai laki-laki. 
Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga 
si gadis bahwa anak gadisnya telah diculik. Perbedaannya terletak pada 
focus kajian budayahnya. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama 




5. Deni Rahmatillah dan A. N. Khofify (2017) dalam  penelitiannya yang 
berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam” mengemukakan bahwa 
Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak 
bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun ( peraturan 
yang di sahkan oleh pemerintah ), dan pembatalan perkawinan adakalanya 
batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan 
perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal 
yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan. 
Perbedaanya terletak pada fokus kajian yang tidak membahasn mengenai 
budaya, meskipun pada dasarnya kedua penelitian inisama membahas 
mengenai perihal pembatalan nikah. 
6. Israpil (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Silariang Dalam 
Perspektif Budaya Siri‟ Pada Suku Makassar” mengemukakan  bahwa 
budaya silariang memang pada dasarnya merupakan aib bagi keluarga, 
namun dapat diperbaiki dengan melakukan mae abbaji. Perbedaannya 
terletak pada tidaknya ada bahasan hukum formil, meskipun sama 
membahas mengenai silariang itu sendiri.  
E. Tujuan dan kegunaan  
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis Hakimn menolak 




b) Untuk mngetahui pandangan hukum Islam terkait penetapan hakim 
dalam perkara pembatalan nikah yang tidak diterima nomor 
183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
a) Kegunaan Teoretik 
Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan teori atau konsep serta 
ilmu pengetahuan dalam perkawinan. 
b) Kegunaan Praktis 
Dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan hukum bagi lembaga 
peradilan agama dalam menetapkan perkara yang memiliki kedudukan 

















A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan 
1. Pengertian Perkawinan 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh.
4
 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhtumbuhan.Ia adalah 
suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan makhluk-Nya untuk 
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
5
 
Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia, 
oleh karena itu Islam mengatur perihal perkawinan ini secara detail dan 
mendalam. Hal ini dimaksudkan agar esensi perkawinan tersebut tetap terjaga, 
sehingga umat Islam dapat menemukan keridhaan didalamnya.sebagaimana 
firman Allah swt. dalam QS. Ar-rūm/30: 21. 
                   
         
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dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.
6
 
Nikah, menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 
Makna nikah (Zawaj) bias diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 
nikah. Juga bias diartikan (wath‟u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi isteri.
7
 
Menurut Rahman Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab 
“nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟ilmadhi) 




Perkawinan atau nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah 
pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam 
syariat dikenal dengan akad nikah. sedangkan secara syariat berarti sebuah akad 
yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan 
berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dansebagainya, jika 




Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti 
majazi (mathaporic) atau arti Hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan 
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2. Rukun dan syarat Syahnya Perkawinan 
Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akankelangsungan 
perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan sebagainya.
11
Tanpa 
adanya hakikat dari pernikahan semisal laki-laki atau perempuan, suatu 
pernikahan tidak bisa dilaksanakan. 
Rukun nikah menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri 
dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan 
dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Para ulama 
bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah 
satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan  
yang lain, sedangankan keridhaan adalah syarat.
12
 
Adapun rukun nikah adalah:
13
 
a. Mempelai laki-laki;  
b. Mempelai perempuan;  
c. Wali;  
d. Dua orang saksi; 
e. Sigat ijab Kabul.  
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Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang 
mengadakan dengan menerima akad.  
Adapun rukun-rukun nikah, sebagai berikut:  
a. Sigat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, 
“Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama..jawaban mempelai laki-laki, 
“Saya terima nikahnya…” 
b. Wali (wali si perempuan)  
Sebagaimana sabda Nabi SAW:  
َلَّ ِبَوِلّي  ِ
َ قَاَل: " ََل ِنََكَح ا  " َعْن َأِِب ُموََس، َأنَّ امنَِِّبَّ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِو َوَسَّلَّ
Artinya: 
“Dari Abu Musa berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah nikah 
kecuali dengan adanya Wali.”
14
 
c. Dua orang saksi  
Sebagaimana sabda Nabi SAW:  
  : َ ِ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِو َوَسَّلَّ ِ بِْن َمْسُعودي , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َلَّ ِبَوِلّي َوَشاِىَدْي عَْدلي »َعْن َعْبِد اَّللَّ ِ
 «ََل ِنََكَح ا
Artinya: 
Dari Abdillah bin mas‟ud dari Rasulullah Saw bersabda:”Tidak ada nikah atau 
tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”
15
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1) Syarat in‟iqaad, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di 
dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para 
ulama akadnya menjadi batal (tidak sah). 
2) Syarat shihhah, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar‟i 
terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut jumhur 
ulama akad tersebut menjadi batal. 
3) Syarat nafaadz, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika 
dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat 
dari syarat nafaadz ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiah 
akadnya mauquf (ditangguhkan). 
4) Syarat luzuum, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan 
kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz 
(boleh) atau tidak lazim.Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain 
keduanya boleh membatalkan akad tersebut. 
Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 6 
sampai 12:  
Pasal 6  
1) Perkawinan harus dilandaskan atas persetujuan kedua calon mempelai.  
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 




pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya.  
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 
(2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 
menyatakan pendapatnya, maka  
pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih 
dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.  
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain.       
Pasal 7  
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 




3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan sah seorang atau kedua orang tua 
tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).  
Pasal 8  
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:  
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya;  
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;  
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 
bibi/paman susuan;  
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, 
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;  
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 
dilarang kawin.  
Pasal 9  
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin 
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-






Pasal 10  
Apabila suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Pasal 11  
1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.  
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah lebih lanjut.  
Pasal 12  




B. Tinjauan Umum tentang Silariang 
1. Pengertian Silariang 
Silariang secara bahasa diartikan sebagai kawin lari.Kawin lari di sini 
dipandang sebagai suatu kondisi di mana pernikahan yang dikehendaki tidak bisa 
dilaksanakan dikarenakan berbagai faktor. Dalam budaya Bugis-Makassar, 
silariang ini dianggap sebagai sebagai sebuah aib karena tidak sesuai dengan 
norma-norma yang berlaku.Secara kontekstual, silariang ini dapat disebabkan 
oleh berbagai faktor seperti tidak ada restunya dari salah satu atau kedua pihak 
keluarga, regulasi terkait profesi, mahar yang dipersulit, atau bahkan adat yang 
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mengungkungi. Untuk „mengatasi‟ hal tersebut maka silariang pun dilakukan 
dengan berbagai resiko yang sudah menanti. 
Resiko yang timbul karena silariang berhubungan dengan budaya siri‟ 
yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis-Makassar.Siapa pun yang melakukan 
silariang dianggap mencederai harkat dan martabat keluarga dalam bingkai 
budaya siri‟ itu sendiri, terlebih lagi bagi pihak perempuan.Silariang adalah salah 
satu pilihan terakhir yang dikategorikan dalam perbuatan annyala‟.Perbuatan ini 
dalam bahasa Makassar berarti berbuat salah, di mana hal ini dilakukan oleh 
sepasang kekasih tidak mampu menembus penghalang cinta mereka.Annyala‟ 
sendiri dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: 
d) Silariang atau kawin lari. Kondisi di mana sepasang kekasih yang tak beroleh 
restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan 
kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak. 
e) Nilariang atau dibawa lari. Kondisi di mana si anak gadis dibawa lari oleh 
lelaki, entah karena paksaan atau karena si anak gadis sedang berada dalam 
pengaruh pelet. 
f) Erang kale. Kondisi di mana si gadis mendatangi si lelaki, menyerahkan 
dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini 
terjadi karena di anak gadis telah hamil di luar nikah dan meminta tanggung 
jawab dari lelaki yang menghamilinya. 
Ketiga kondisi di atas termasuk perbuatan annyala‟, meski yang paling 
sering terjadi adalah silariang. Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk 




keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut 
appakasiri‟. Keluarga besar si gadis akan kehilangan citra positif di masyarakat, 
sementara si lelaki dan keluarganya yang membawa lari si anak gadis disebut 
tumasiri‟ atau yang membuat malu.Si gadis dan pasangan kawin larinya akan 
dianggap sebagai tumate attallasa‟, orang mati yang masih hidup.Mereka telah 
dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum mabbaji‟ 
atau datang memperbaiki hubungan. 
Pada dasarnya kita telah sepakat untuk menganggap silariang sebagai hal 
yang tabuh dan tidak sesuai dengan norma-norma. Namun, hingga kini defenisi 
sesungguhnya masih ditafsirkan dalam beberapa versi seperti pendapat para ahli 
berikut ini: 
a. Dr. T.H. Chabot mengatakan bahwa perkawinan Silariang adalah apabila 
perempuan dengan laki-laki sepakat lari bersama-sama. 
b. Bertlin mengatakan perkawinan silariang adalah apabila perempuan 
dengan laki-laki lari lari atas kehendak kedua belah pihak. 
c. Mr. Moch Nasir Said mengatakan Silariang adalah perkawinan yang 
dilangsungkan setelah laki-laki dengan perempuan lari bersama-sama atas 
kehendak sendiri-sendiri. 
Dari pendapat para pakar di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang 
pengertian kawin silariang, yakni sebagai berikut: 
“Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan 




bagi keluarganya khususnya keluarga pihak perempuan, dan kepadanya dikenakan 
sanksi adat.” 
Silariang ini secara umum sering dikaitkan dengan konsep nikah siri. 
Defenisi nikah siri sendiri masih menjadi perdebatan karena ada banyak versi. 
Secara bahasa, nikah siri berasal dari kata sirri yang berarti rahasia. Menurut 
imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi 
pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. 
Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. 
Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa 
dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan 
seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi‟i 
dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan 
menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut 
ketentuan syari‟at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan 
para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman 
Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku 
nikah sirri dengan hukum had atau dera. 
Merujuk kepada defenisi nikah siri di atas, korelasi dengan silariang 
memang ada karena keduanya memiliki konsep yang sama; tidak sesuai dengan 
norma-norma agama dan norma sosial. Jika dikaitkan dengan pandangan Imam 
Maliki, yang sebenarnya terkait dengan nikah siri bukanlah silariang, melainkan 
nilariang karena didasarkan pada kemauan suami. Akan tetapi, jauh sebelumnya, 






َُّما اْمَرَأةي نََكَحْت ِبغَْْيِ ا َ قَاَل: َأي ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ ا ََبِطلٌ َعْن عَائَِشَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصَّلَّ اَّللَّ ا ََبِطٌل، فَِنََكُُحَ ا ََبِطٌل، فَِنََكُُحَ َا فَِنََكُُحَ  ّّيِ
Artinya: 
Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Wanita manapun menikah 




Berdasarkan hadits-hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang bersifat batil. Pernikahan sirri 
termasuk perbuatan maksiat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di 
dunia. Hanya saja, belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan 
kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh 
karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang 
hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada 
pelaku pernikahan tanpa wali. Dengan demikian, silariang dan nikah siri tetap 
dikatakan memiliki kesamaan dari sudut pandang etika dan moralitas. 
2. Silariang dalam Perspektif Hukum 
1. Berdasarkan Perspektif Hukum Islam 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, silariang ini memiliki konsep 
yang sama dengan nikah siri dimana dalam prosesinya tidak menghadirkan/tidak 
diketahui oleh wali pihak perempuan. Hal ini telah dijelaskan secara gambling 
dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa r.a; 
َلَّ ِبَوِلّي  ِ




“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” 
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Hadits ini kemudian diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a; 
ْذِن َولِ 
ِ
َُّما اْمَرَأةي نََكَحْت ِبغَْْيِ ا َ قَاَل: َأي ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ ا ََبِطٌل، َعْن عَائَِشَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصَّلَّ اَّللَّ ا ََبِطٌل، فَِنََكُُحَ َا فَِنََكُُحَ ا ََبِطلٌ ّّيِ  فَِنََكُُحَ
Artinya: 
“Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Wanita manapun menikah 




Abu Hurayrah r.a juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: 
 : َ ِ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِو َوَسَّلَّ ُج »َعْن َأِِب ُىَريَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َِِّت تَُزّوِ اِهَيَة ِِهَ ام نَّ امزَّ
ِ
ُج امَْمْرَأُة هَْفَسيَا، فَا ُج امَْمْرَأُة امَْمْرَأَة، َوََل تَُزّوِ ََل تَُزّوِ
 «هَْفَسيَا
Artinya: 
Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah Saw Bersabda: “Perempuan 
tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan 
menikahkan dirinya sendiri, kaerna sesungguhnya wanita pezina itu adalah 
wanita yang menikahkan dirinya sendiri.”
20
 
Berdasarkan hadits-hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang bersifat batil.Pernikahan sirri 
termasuk perbuatan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi 
di dunia. Hanya saja, belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan 
kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh 
karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang 
hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada 
pelaku pernikahan tanpa wali. 
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Sedangkan apabila yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang 
tidak bersifat rahasia tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil 
hukumnya sah dalam islam. Hukum pernikahan sejenis ini sifatnya mubah dan 
pelaku tidak wajib dijatuhi hukuman ataupun sanksi. Pernikahan yang 
memenuhi rukun seperti adanya wali, dua orang saksi dan ijab kabuil dan 
memnuhi syarat- syarat akad nikah adalah sah secara agama islam dan bukan 
merupakan perbuatan maksiyat. 
2. Berdasarkan Hukum Negara  
Persoalan nikah telah diatur dalam berbagai regulasi, tidak terkecuali dengan 
nikah siri (silariang). Beberapa pertauran tersebut adalah: 
a. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang. 
Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini 
menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan 
tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman 
bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 
juta hingga Rp12 juta. Selain menyinggung masalah kawin siri,ini RUU juga 
menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. 
b. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang 
Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan 
mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena 
hukum.RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang 
berbeda kewarganegaraan).Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang 
berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri 
melalui bank syariah sebesar Rp500 juta. 
C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan 




Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata “batal”. 
Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Seperti dalam kalimat: 
“perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya menyatakan batal (tidak 
sah), seperti dalam kalimat: “mereka membatalkan perjanjian yang pernah 
disetujui bersama.” Oleh karena itu, pembatalan adalah proses, cara, perbuatan 
membatalkan. 
Pasal 22 UUP menyebutkan pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila 
para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat 
dibatalkan” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana 
menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing tidak 
menentukan lain. Syarat-syarat tersebut berjumlah 11 (sebelas), yaitu: 
a. persetujuan kedua mempelai [Pasal 6 ayat (1) UUP]; 
b. izin orang tua [Pasal 6 ayat (2) UUP]; 
c. memenuhi batas minimal usia [Pasal 7 ayat (1) UUP]; 
d. tidak adanya larangan perkawinan (Pasal 8 UUP); 
e. tidak terikat dengan suatu perkawinan (Pasal 9 UUP); 
f. tidak telah bercerai untuk kedua kalinya (Pasal 10 UUP); 
g. tidak dalam masa tunggu (Pasal 11 UUP); 
h. sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 
12 UUP); 
i. perkawinan di langsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang 
berwenang, wali nikah yang sah, dilangsungkan dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi 




j. tidak di bawah ancaman yang melanggar hukum [Pasal 27 ayat (1) UUP]; 
k. tidak terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri [Pasal 27 ayat (2) 
UUP]. 
Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: 
Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya, perkawinan yang 
dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali 
nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang 
saksi (Pasal 26 ayat 1 UUP). 
Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan 
yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1 
UUP), pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri 
suami atau isteri (Pasal 27 ayat 2 UUP). Setali tiga uang dengan UUP, maka KHI 
pun mengkategori dan merinci batalnya perkawinan menjadi dua kategori. 
Pertama, perkawinan yang batal (Pasal 70 KHI).Kedua, perkawinan dapat 
dibatalkan (Pasal 71 dan Pasal 72 KHI). 
Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang 
menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, 
akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
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25 UUP bahwa Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan 
atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.Pengadilan yang 
dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan 
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Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UUP). Peradilan Agama 
adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam yang mencari 
keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.
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Batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28 UUP.Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalah gunakannya pembatalan 
perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Pihak yang tidak 
bertanggung jawab adalah pihak yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan 
tersebut, namun mempunyai maksud tertentu untuk melakukan pembatalan. 
2. Alasan – alasan pembatalan perkawinan 
Menurut Pasal 24 UUP menyebutkan barang siapa karena perkawinan 
masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar 
masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 
dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 
ini. 
Pasal 26 ayat (1) UUP menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di 
muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak 
sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 
dari suami atau isteri,jaksa dan suami atau isteri. 
Pasal 27 ayat (1) UUP menyebutkan seorang suami atau isteri dapat 
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan ayat (2) 
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menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 
mengenai diri suami atau isteri. 
Namun, dalam Pasal 27 ayat (3) menyebuttkan hak untuk mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan menjadi gugur apabila ancaman telah 
berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan 
tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan. 
Sedangkan, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 70 KHI: 
a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 
karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu 
dalam iddah talak raj'i; 
b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya; 
c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, 
kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian 
bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; 
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah 
semeda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut Pasal 8 UUP, yaitu: 
1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara 




3) berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; 
4). berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara 
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.  
e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau 
istri-istrinya.  
Selanjutnya, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 71 KHI:  
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;  
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria 
lain yang mafqud;  
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;  
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 UUP;  
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak;  
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  
Dan yang terakhir, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 
KHI:  
a. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;  
b. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah 




Pasal 70 KHI mengatur mengenai perkawinan yang batal demi hukum, 
artinya dengan sendirinya perkawinan ini batal tanpa harus menunggu ada pihak 
yang mengajukan pembatalan, namun tetap harus ada putusan Pengadilan yang 
menyatakan perkawinan tersebut batal demi hukum.Sedangkan, Pasal 71 dan 
Pasal 72 KHI mengatur mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan. Artinya, 
meskipun para pihak mengetahui bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan 
karena melanggar suatu syarat tertentu, namun apabila para pihak tidak merasa 







A. Jenis danLokasiPenelitian 
Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk 
meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis 
dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. 
Pada hakikatnya penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek 
yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai 
motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-
masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada hakekatnya adalah 
sama, yakni merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha 
untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi 
penelitian agar dapat diketahui jenis penelitian yang digunakan serta batasan 
lokasi penelitian.  
1. Jenis Penelitian 
Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data 
dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 
observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
23
 Sementara 
menurut Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (field research)merupakan jenis 
penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa 
kata-kata, gambar, prilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 
statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari 
sekedar angka atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang 
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dengan menggambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu 
gejala atau keadaan.24 
Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research) bila dilihat dari jenis datanya, 
penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengungkapkan 
fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian yang 
berjalan dan menyungguhkan apa adanya. yang dimaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data 




Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui observasi langsung pada majlis 
hakim dalam perkara pembatalan nikah dengan nomor perkara 
183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
2. Lokasi Penelitian 
Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 
penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas 
kegiatan.26 Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah 
sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama 
Bantaeng Kelas II. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Bantaeng 
sebagailokasi penelitian ini karena objek  penelitian pada penelitian ini berada di 
Pengadilan Agama tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan 
ditelti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Selainitu agar penelitian ini 
mendapatkan hasil yang lebih optimal, karena Pengadilan Agama Bantaeng 
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merupakan pengadilan dengan kelas II tentu memiliki faktor lain dan nilai tambah 
yang seyogyanya hakim dalam memutuskan perkara lebih paham dan tahuakan 
hukum yang akan diterapkan dalam penetapannya. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai 
bagian yang integral dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut lebih fokus 
pada kajian sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas. Maka Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 
sosiologis. Fenomena yang diangkat akan didekati melalui aspek yuridis normatif 
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum 
Islam yang digunakan dalam mengabulkan permohonan perkara pembatalan nikah 
183/Pdt.G/2019/PA.Batg tersebut.  
Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat pola interaksi 
sosial yang terjadi di lingkungan respon guna untuk mendukung data yang akan 
diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk 
mengungkap aspek sosiologis dari fakta-faktahukum yang tertuang dalam 
penetapan perkara tersebut. Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif 
analitik, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa obyek 
yang diteliti. Obyeknya yaitu penetapan Pengadilan Agama Bantaeng dalam 
perkara pembatalan nikah No. 183/Pdt.G/2019/PA.Batg, dengan menganalisa 
dasar-dasar hukum dan pertimbangan - pertimbangan yang digunakan  hakim 
untuk mengabulkan permohonan tersebut. 
C. Sumber Data 
Pada penelitian kualitatif, sumber data dipilih langsung oleh si peneliti 
dengan mengambil beberapa informan yang dapat memberikan informasi yang 




Sumber data penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku dan bahan 
bacaan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini yakni buku-buku tentang 
problematika hukum keluarga Islam dalam bidang perkawinan. Selain itu 
penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data lapangan dan data 
pustaka yang dipakai sebagai data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 
bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat diperoleh 
melalui wawancara, di samping perundang - undangan yang mempunyai otoritas 
berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
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Selain Undang-undang, data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 
objek penelitian di lapangan merupakan kategori data primer. Dalam memperoleh 
data ini, peneliti akanber hadapan langsung dengan majlis hakim yang 
mengabulkan permohonan tersebut untuk mendapatkan data yang akurat serta 
memiliki bobot yang besar dalam penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber 
primer, seperti buku-buku yang terkait dengan objek yang diteliti.Baik berupa 
kitab fiqih, undang-undang dan berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian 
serta menelaah dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil 
temuan di lapangan. Seperti penetapan - penetapan Pengadilan Agama lainnya 
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D. MetodePengumpulan Data Penelitian 
Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa cara. Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara 
bagi peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki 
nilai validitas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.28Teknik 
observasi lapangan ini digunakan untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan 
fokus penelitian baik dari segi tempat penelitian, kesediaan responden, 
penyesuaian kuesioner, dan sebagainya. 
2. Wawancara atau interview terpimpin 
Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau 
lebih secara langsung.29 Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati 
kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi sebagai pencari informasi 
atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau 
informan (responden).30 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan lebih 
mendalam.31 Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 
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dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai 
berikut: 
a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 
dapat dipercaya. 
c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.32 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri dan 
mempelajari dokumen, berupa hasil penetapan pengadilan yang memuat positaya 
knifakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. 
E. Instrumen Penelitian 
Terdapat dua hal utama yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 
pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi Instrumen penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci dari penelitian disesuaikan 
dengan yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan jenis instrumen sebagai berikut: 
1. Pedoman observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang 
digunakan pada saat proses penelitian. Dalam melakukan observasi, instrumen 
yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis.  
2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan yang 
digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara, instrumen 
pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang 
memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara 
digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat pokok-
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pokok permasalahan proses wawancara dilaksanakan. Slip digunakan untuk 
mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun 
nama informan. Selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai alat 
bukti penelitian. Penggunaannya dapat menimalisasi kemungkinan kekeliruan 
penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara. 
3. Pedoman dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 
langsung, dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan 
majlis hakim yang menetapkan qabulnya permohonan perkara tersebut. 
F. Teknik Pengolahandan AnalisisData 
Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil obsevsi, wawancara, dan dokumentasi.
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Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, 
selanjutnya memilih data yang penting dan akan dianalisa, sehingga diperoleh 
suatu kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan 
tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penelitian ini. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data 
kualitatif dengancara:  
1. ReduksiData 
Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang 
dianggap relevan danpenting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 
mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 
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dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif 
adalah pada temuan. Dengan demikian reduksi data dapat dibantu dengan 
peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. 
2. Display Data (Penyajian Data) 
Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka 
langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana 
penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau kedalam bentuk naratif 
deskriptif (pengungkapan secara terstulis).
34
Dengan tujuan untuk memudah 
kanpeneliti dalam mendeskripsikan penelitiannya sehingga peneliti mampu 
mengambil suatu kesimpulan. 
3. PenarikanKesimpulandanVerifikasi data 
Langkah ketiga dalam pengelolaan data dalam penelitian kualitatif, adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, kemudian 
difokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, kemudian melalui 
induksi data tersebut disimpulkan. Kesimpulan di verifikasi selama penelitian 
berlansung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang 
disimpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.
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Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif 
yang merupakan teknik pengeolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan 
dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian. 
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G. PengujianKeabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, temuanatau data dapat dinyatakan valid 
apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 
kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi 
jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang 
diamati, serta di bentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap 
individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalamobjek yang samapeneliti yang 
berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan 
penelitian yang berlatar belakang Hukum, Manajemen, Antropologi, Sosiologi, 
Kedokteran, Teknik dan sebagainya.  
Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputiuji, credibility 
(Validitas internal), transferability (validitaseksternal), dependability (reliabilitas), 
dan confirmability (objektivitas). Dalam hal mengujik eabsahan data peneliti 
menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidasian data yang telah 
didapat. Peneliti memerik keabsahan data dengan membandingkan data hasil 
wawancara dengan data hasil observasi. 
Pengujian data dengancara membandingkan Undang-undang, hukum Islam 
yang mengatur tentang hal-hal yang membolehkan dan hal-hal yang dapat 
membatalkan perkawinan dengan observasi dari dokumen penetapan Pengadilan 
Agama Makassar dalam perkara No. 213.Pdt.G/2018/PA.Batg. 
Adapun langkah-langkah yang dilakukanadalah : 




2. Transkrip wawancara yang diperoleh dariberbagai sumber kemudian di  
deskripsikan kedalam bentuk tulisan dan Data yang telah di deskripsikan diuji 



























ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SILARIANG TERHADAP 
PERNIKAHAN  TANPA SEPENGETAHUAN WALI NIKAH 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II 
1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng 
Pengadilan Agama Bantaeng mempunyai wilayah hukum yang sama dengan 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Secara geografis Kabupaten Bantaeng ±120 km 
arah selatan Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 
5°21‟13‟‟-5°35‟26‟‟ Lintang Selatan dan 119°51‟42‟‟- 120°05‟27‟‟ Bujur Timur. 
Berada dikaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki topografi 3 
dimensi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Luas wilayah 
mencapai 395.83 km2 atau 39.583 Ha atau hanya kurang lebih 0,8% dari luas total 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Sebagai lembaga pelaksana tugas peradilan, pengadilan Agama Kelas II 
Kabupaten Bantaeng  memiliki visi, Rencana Srategis Pengadilan Agama 
Bantaeng Tahun 2015- 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan  
kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis 
melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem 
kebijakan dan peraturan perundang- undangan untuk mencapai efektivitas dan 
efisiensi. 
Pengadilan Agama Bantaeng sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman di Indonesia, pro aktif melakukan pembenahan- pembenahan dalam 





profesional dan bertanggung jawab yang bertumpu pada Visi sebagai berikut: 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Bantaeng Yang Agung 
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Bantaeng kelas II menetapkan 
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
2. Meningkatkan kualitas administrasi perkara dan administrasi umum. 
3. Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur. 
4. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif. 
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
6. Mewujudkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. 
2. Kebijakan Umum Peradilan 
Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur 
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan nasional. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi 
pemerintah untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan 
masyarakat. 
Mahkamah Agung RI yang membawahi 4 lingkungan Peradilan dituntut 
untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang 
profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat 




Memperhatikan road map Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010-2035 
tersebut, tahun 2018 merupakan bagian ketiga dari koridor 5 tahun kedua yang 
mana Pengadilan Agama Bantaeng terus berkomitmen melakukan perbaikan-
perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan 
administrasi keperkaraan melalui implementasi Sistem Informasi Penelurusan 
Perkara (SIPP). 
SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah layanan informasi 
berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat 
lengkap, sehingga data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal.SIPP (Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara) merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk 
Penelusuran Alur Perkara yang berbasis web.Penerapan SIPP dilakukan karena 
Pengadilan Agama Bantaeng menyadari begitu pentingnya keterbukaan 
(transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. 
Adapun Kebijakan Umum Peradilan mengacu pada Rencana Strategis 
Mahkamah Agung dan Renstra Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2015-2019 
sebagai berikut: 
1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim. 
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to 
justice) 
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim 




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang- Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status Peradilan 
Agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan ditandai 
mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri. 
Pengadilan Agama Bantaeng sebagai salah satu unsur Pelaksanaan 
Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus 
perkara-perkara tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama merupakan peradilan yang 
mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam 
dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sadaqah, 
Pengangkatan Anak dan Ekonomi Syari‟ah. 
Disamping tugas pokok tersebut diatas, Pengadilan Agama Bantaeng juga 
melaksanakan tugas-tugas penunjang seperti; Administrasi Kepegawaian, 
Administrasi Umum, dan Administrasi Keuangan. 
Mengingat beratnya beban tanggungjawab yang diemban oleh Pengadilan 
Agama Bantaeng, maka dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, 
telah diambil 2 (dua) kebijakan umum yang sangat mendasar, antara lain: 
1. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia melalui pembinaan secara 




2. Meningkatkan pengawasan melalui pengawasan intern seperti: Hakim 
Pengawas Bidang (HAWASBID), dan Pengawasan Melekat 
(WASKAT) 
B. DasarPertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat 
Perkara Pembatalan Nikah Dengan No. 183/Pdt.G/2019/PA.Batg? 
Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 
menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan Pembatalan Perkawinan, antara : 
Penggugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  Pekerjaan  Ibu  
Rumah  Tangga, bertempat   tinggal   di   Dusun Bungung Rua, Desa Papan Loe, 
Kecamatan Pa‟jukukang,   Kabupaten  Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai 
Penggugat ; 
Melawan 
Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,   Pekerjaan 
Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Bungung Rua,  Desa  Papan Loe,   
Kecamatan  Pa‟jukukang,   Kabupaten  Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat ; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah mempelajari berkas perkara; 






Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan 
Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg., tanggal 09 Juli 2019, yang mengemukakan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah  pada  
hari  Jum‟at  tanggal  14 Desember  2012  M  di Makassar. 
2.Bahwa  Penggugat dan Tergugat menikah karena kawin lari. Selanjutnya 
setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kalimantan selama kurang 
lebih 3 (tiga)  tahun. 
3.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah Lelaki 
Kamal sepupu dari Tergugat. 
4.Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat menyalahi syarat 
sahnya suatu perkawinan maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk 
mengakhiri pernikahannya dengan pembatalan  pernikahan. 
Berdasarkan  segala  uraian  sebagaimana  tersebut di atas, maka  dengan  
ini  dimohon kiranya Pengadilan  Agama  Bantaeng  dapat dengan segera 






1.Mengabulkan gugatan Penggugat ; 
2.Membatalkan Pernikahan Agung bin Kamarin terhadap Haernisa Binti 
Saidun ; 
3.Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan yang berlaku;  
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya 
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di 
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain 
untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan 
Nomor: 183/Pdt.G/2019/PA. Batg.tanggal 12 Juli 2019 9, Tergugat telah 
dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan 
sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh 
suatu halangan yang sah;  
Bahwa, pemeriksaan perkara ini di dahului dengan membacakan surat 
permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; 
Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan alat bukti berupa : 
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haernisa, Nomor 
7303054311960001, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh 
Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, 





Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 
saksi-saksi sebagai berikut: 
1.Ayah kandung Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Petani, bertempat tinggal di Dusun Bungun Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan 
Pa‟jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah 
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:  
-Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ; 
-Bahwa saksi tidak tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena 
Penggugat dengan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan saksi sebagai wali 
Penggugat, Penggugat kawin dengan Tergugat tanpa restu (kawin lari) dari saksi 
sebagai wali Penggugat; 
-Bahwa saksi tahu pernikahannya setelah Penggugat dan Tergugat datang 
untuk meminta restu kepada saksi sebagai wali Penggugat sekitar kurang lebih 4 
tahun setelah pernikahannya ; 
-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah ulang untuk 
memperbaharui pernikahannya; 
-Bahwa menurut penyampaian Penggugat, yang menjadi wali pada saat 
pernikahannya dengan Tergugat adalah Kamal yang merupakan sepupu 
Penggugat sendiri, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012 ; 
-Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk membatalkan 




2.Paman Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, 
bertempat tinggal di Dusun Bungun Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan 
Pa‟jukukang, Kabupaten Bantaeng telah memberikan keterangan di bawah 
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 
-Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ; 
-Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena 
Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa sepengetahuan wali Penggugat (kawin 
lari) 
-Bahwa saksi tahu pernikahannya setelah Penggugat dan Tergugat datang 
untuk meminta restu kepada ayah Penggugat sebagai wali dalam pernikahan 
Penggugat, sekitar kurang lebih 4 tahun setelah pernikahannya ; 
-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah ulang untuk 
memperbaharui pernikahannya; 
-Bahwa menurut penyampaian Penggugat, yang menjadi wali pada saat 
pernikahannya dengan Tergugat adalah Kamal yang merupakan sepupu 
Penggugat sendiri, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012 ; 
-Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk membatalkan 
perkawinannya karena tidak memenuhi rukun kawin yaitu walinya yang tidak sah; 
Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun 
lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada 




Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang 
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana  
tersebut diatas; 
Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat telah jelas 
menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang perkara pembatalan nikah, 
dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan 
Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam kompetensi 
absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara 
absolut  untuk mengadili perkara a quo; 
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisil dalam 
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara 
ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng; 
Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa hadir di persidangan, sedangkan 




lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, 
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak 
datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan 
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut 
tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg 
Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam 
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.Terhadap  gugatan Penggugat 
tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi 
gugatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 
persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar ; 
Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa 
Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 di 
Makassar, Penggugat menikah dengan Tergugat karena kawin lari lalu berangkat 
ke Kalimantan selama kurang lebih 3 tahun, wali dalam pernikahannya adalah 
Kamal yang merupakan sepupu Tergugat sehingga pernikahannya menyalahi 
syarat sah suatu perkawinan maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk 
mengakhiri pernikahan dengan cara membatalkan pernikahannya dengan 
Tergugat; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 




Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai 
telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti 
tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di 
Kabupaten Bantaeng, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 
Bantaeng; 
Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah 
orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara 
formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan 
berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu 
dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
-Bahwa kedua saksi Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan 
dilangsungkan, kedua saksinya mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan 
Tergugat setelah Penggugat datang mohon restu dengan wali Penggugat yang 
menikah pada tanggal 14 Desember 2012,  
-Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat 
menikah tanpa wali Penggugat yang sah karena yang menjadi wali adalah sepupu 
Tergugat dan tidak pernah memperbaharui pernikahannya ; 
-Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa pernikahannya tidak 




-Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui tujuan Penggugat mengajukan 
gugatannya untuk membatalkan pernikahannya yang tidak memenuhi syarat suatu 
pernikahan ; 
Menimbang, bahwa seorang perempuan yang ingin menikah, harus 
memenuhi rukun sebuah perkawinan itu sendiri, antara lain harus ada wali atau 
atas sepengetahuan dan restu dari wali bagi calon mempelai perempuan; 
Menimbang, bahwa yang bisa menjadi wali dalam perkawinan adalah 
sesuai dengan urutan kedudukan yang paling dekat dengan derajat kekerabatannya 
dengan calon mempelai perempuan dari jalur ayah mempelai perempuan dalam 
hal ini adalah ayah kandungnya, apabila ayah kandung telah meninggal maka wali 
selanjutnya adalah kakek dari ayah dan selanjutnya sesuai urutan kedudukannya 
masing-masing, disisi lain harus memenuhi syarat sebagai wali yaitu seorang 
muslim, aqil dan baligh ; 
Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang 
menjadi wali adalah sepupu Tergugat yang berasal dari jalur calon mempelai 
Tergugat yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai 
perempuan, sehingga dinyatakan bahwa wali tersebut adalah wali yang tidak 
memenuhi syarat dan tidak berhak menjadi seorang wali dalam pernikahan 
Penggugat dengan Tergugat ; 
Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pelanggaran dengan wali 
sebagai rukun dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum 




Menimbang bahwa dalam pasal tersebut di atas, syarat-syarat perkawinan 
dapat dibatalkan apabila ; 
a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;  
b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud;  
c) Perempuan yang  dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; 
d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974;  
e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak;  
f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa; 
Menimbang bahwa tolak ukur yuridis tersebut, dihubungkan dengan 
peristiwa hukum dalam kasus pembatalan perkawinan ini, dimana syarat tersebut 
tidak bersifat kumulatatif, namun bersifat alternatif yang tidak semuanya harus 
terbukti namun hanya salah satu diantara syaratnya harus terbukti ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat untuk membatalkan 
perkawinannya dengan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan yang telah 




Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua 
dalam permohonan Penggugat dapat dikabulkan; 
Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam  bidang 
perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini 
berdasarkan  pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta hukum syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E N G A D I L I 
1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap di persidangan, tidak hadir; 
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 
3.Menyatakan batal pernikahan Penggugat, (Penggugat) dengan Tergugat, 
(Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 di Makassar ; 
4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp 416.000,00, (empat ratus enam belas ribu rupiah). 
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M, 
bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh: Ruslan Saleh, 
S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI dan M. 




pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
Taufik, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 
Tergugat ; 
C. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pengadilan agama Bantaeng 
dalam Perkara Pembatalan Nikah yang diterima 183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
Dalam perkara tersebut Silariang adalah salah satu tindakan yang diatur dalam 
hukum adat suku Makassar. Silaraing dapat diartikan sebagai tindakan seorang 
laki-laki dan perempuan pergi untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tua 
terkhusus ayah atau keluarga. Sehingga yang menjadi walī nikah dalam silarian 
pada umumnya yaitu walī nasab (bukan ayah) yang menyetujui pernikahan 
tersebut atau walī hakim. Terkait hal ini, Beberapa informan mengemukakan 




 “Silariang ini ya mungkin ananda tau sendiri, sesuatu yang tabu dalam 
budaya kita. Kenapa? Karena budaya ini tidak sesuai dengan adat-istiadat 
kita yang menjunjung tinggi rasa malu. Kita kenal kan budaya siri‟na 
pacce, mustinya itu yang kita patenkan dalam kehidupan kita, apalagi 
menyangkut pernikahan yang tentu sensitif dengan yang namanya malu.” 
Amir, S.H berikut ini;
37
 
“Silariang ini kan kawin lari, yang di mana budaya dan agama kita tidak 
memperbolehkan hal itu sebab tidak sesuai dengan nilai budaya siri‟ na 
pacce dan juga syariat Islam.”   
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Muhammad Badawi(48 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, 
Bantaeng, 5/12/2019 
37








“Silariang secara adat budaya Makassar merupakan suatu hal yang tabu 
di mana agama dan istiadat kita secara keras melarang hal tersebut karena 
berkaitan secara integral dengan budaya malu dan syariat agama.” 
Dalam hukum Islam pernikahan tanpa walī merupakan perbuatan terlarang 
yang berakibat pernikahan tidak sah. Rasulullah saw. bersabda: 
َلَّ ِبَوِلّي  ِ




dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 




Hadiṡ tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan tanpa walī 
merupakan perbuatan terlarang.Hal ini dapat diketahui dari kalimat 
َلَّ ِبَوِلّي  ِ
  .(tidakada nikah tanpa walī) ََل ِنََكَح ا
Berdasarkan kaidah uṣulfiqh yang menyatakan bahwa                               
(pada pokoknya suatu perkataan diartikan dengan arti yang sesungguhnya atau 
hakikatnya).
40
Sehingga ketidakbolehan menikah tanpa walī berdasarkan hadiṡ 
tersebut diartikan secara langsung berdasarkan muatan hadiṡ tersebut. 
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Laila Sahidan (45 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
6/12/2019 
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Walī nikah merupakan orang yang berhak menikahkan seorang wanita. 
Seseorang walī nikah harus memenuhi beberapa syarat yaitu laki-laki, balig, 
waras akalnya, sukarela, adil dan tidak ada ihram haji.
41
 
Walī nikah dibedakan menjadi walī nasab dan walī hakim.Walī nasab 
merupakan orang yang terdiri dari calon pengantin perempuan yang berhak 
menjadi walī dengan memenuhi syarat-syarat menjadi walī.Sedangkan walī hakim 
merupakan orang yang diangkat oleh pihak berwenang untuk menjadi wali hakim 
(tidak memiliki hubungan keluarga atau nasab dengan calon pengantin 
perempuan) dalam suatu pernikahan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu.
42
 
Adapun yang dapat menjadi wali nasab yaitu ayah, kakek, saudara laki-
laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki 
sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dari ayah 
yang seibu dan seayah, saudara laki-laki dari ayah yang seayah, anak laki-laki dari 
saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan sebapak dan anak laki-laki dari saudara 
laki-laki dari ayahyang seibu dan seayah.
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 Sedangkan wali hakim umumnya 
imam desa, tokoh agama tau tokoh masyarakat. Silariang pada umumnya 
disebabkan karena tidak mendapat persetujuan dari keluarga (terkhusus ayah) 
maka walī nikah dalam silariang pada umumnya digantikan oleh walī nasab yang 
terdekat dengan calon pengantin perempuan (yang menyetujui pernikahan 
tersebut). Tindakan menggantikan walī nasab yang lebih diutamakan (ayah) 
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kepada walī nasab yang berada di bawah walī yang diutamakan dibenarkan dalam 
Islam jika walī yang diutamakan tidak memenuhi syarat-syarat walī. 
Pernikahan silariang adalah pernikahan yang sah tanpa walī ayah pada 
umumnya, dengan syarat walī ayah digantikan oleh walī nasab lain jika walī ayah 
tidak menyetujui pernikahan tersebut tanpa dasar alasan syar‟i. Jika walī nasab 
lainnya pun tidak menyetujui pernikahan pelaku silariang tanpa dasar syar‟i maka 
jalan terakhir dapat di nisbatkan kepada hakim atau sering disebut walī hakim. 
Namun apabila walī ayah dan atau walī nasab lainnya tidak menyetujui 
pernikahan pelaku dengan alasan syar‟i (misalnya calon mempelai laki-laki tidak 
beragama Islam) maka pernikahan silariang tersebut tidak sah walaupun walī ayah 
dan/atau walī nasab digantikan oleh walī hakim. 
Merujuk pada apa yang telah dijelaskan di atas, peneliti kemudian mencoba 
mengkonfirmasi kepada tiga informan. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 
“Pernikahan silariang yang sah apabila wali tidak menyetujui 
pernikahan pelaku dengan alasan yang tidak syar‟i, maka pernikahan 
silariang tersebut bisa sah dengan wali nasab. Dan pernikahan yang 
tidak sah berlaku sebaliknya, masudnya apabila wali ayah dari pihak 
perempuan memiliki alasan syar‟i untuk tidak menyetujui sebagai 
contoh: misalnya calon mempelai laki-laki tidak beragama Islam, maka 
pernikahan tersebut tidak sah dengan alasan syariat agama walaupun 
menggunakan wali nasab. Dalam perihal penjelasan duduk perkara ini 




suami isteri yang menikah  pada  hari  Jum‟at  tanggal  14 Desember  
2012  M  di Makassar. 2. Bahwa  Penggugat dan Tergugat menikah 
karena kawin lari. Selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat 
berangkat ke Kalimantan selama kurang lebih 3 (tiga)  tahun. 3. Bahwa 
Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah Lelaki Kamal 
sepupu dari Tergugat. 4. Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan 
Tergugat menyalahi syarat sahnya suatu perkawinan. Lanjut daripada 
itu dari itu pernikahan tersebut cacat hukum karena tidak memenuhinya 
syarat-syarat nikah, yaitu salah satunya tanpa persetujuan walī. Dengan 
demikian apabila hal tersebut terjadi maka silariang merupakan 
perbuatan terlarang dengan kata lain pernikahan yang dilangsungkan 
dalam silariang dianggap batal. Batalnya pernikahan dalam silariang 
mengakibatkan pelaku silariang tidak pernah terikat dalam hubungan 
suami-istri. Apabila pelaku silariang melakukan hubungan kalamin 
dimana tidak memenuhinya syarat-syarat nikah yang salah satunya 
tanpa persetujuan walī dan walī tidak menyetujui pernikahan tersebut 
dengan landasan syar‟i maka pelaku silariang tersebut telah berbuat 
zina.” 
Berdasarkan pembahasan terkait silariang dan juga terkait wali nikah dan 
wali nasab, peneliti dalam konfirmasinya dengan infiorman menemukan beberapa 








“Kurangnya interaksi antara orangtua dengan anaknya kadang jadi 
penyebabnya. Biasanya, orangtua tidak tau kalo anak punya pacar dan 
sudah sangat serius. Si anak juga ragu-ragu untuk sampaikan kepada 
orangtua, Jadinya mereka pilih jalan alternatif kayak silariang ini. Tapi 





“Berdasarkan data-data yang terhimpun, di Bantaeng ini kebanyakan 
yang tamatan SD sama SMP. Jadi kesimpulannya, tingkat pendidikan itu 
berpengaruh sekali terhadap pemahaman soal nikah ini. Kalo bagus 
pendidikannya, insyaa Allah tidak akan terjadi namanya silariang ini. 
Biarpun bukan pendidikan formal, yang jelas ada pendidikannya dari 





“Banyak faktor itu dek. Ada yang karena tidak mau dijodohkan, ada yang 
tidak direstui, ada yang laki-lakinya dipersulit uang panaiknya, dan lain-
lain. Jadi, secara umum banyak penyebabnya. Faktor pendidikan yang 
dikatakan pak Kamaruddin itu benar, karena orang melakukan hal yang 
bisa dikatakan tidak masuk akal. 
Ketiganya secara umum sepakat bahwa silariang merupakan hal yang 
disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor keluarga, pendidikan, dan lain-
lain. Mengutip perkataan Laila Sahidan di atas, “........karena orang 
melakukan hal yang bisa dikatakan tidak masuk akal.” Karena tidak sesuai 
dengan syariat Islam, dalam hal ini terkait dengan zina. 
Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar akad 
nikah, baik secara suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa dan yang 
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melakukannya orang yang mukalaf.
47
 Tetapi perlu ditambahkan bahwa zina bukan 
hanya karena hubungan kelamin tanpa akad, karena terdapat pernikahan yang 
dilangsungkan dengan akad tetapi pernikahannya tidak sah (atau diakui secara 
hukum) karena pernikahan tersebut terlarang atau tidak terpenuhinya syarat-syarat 
nikah tertentu, karena pernikahan dianggap tidak sah maka jika seorang laki-laki 
dan perempuan melakukan hubungan kelamin dianggap zina, termasuk hubungan 
kalamin antar-pelaku silariang yang tidak mendapat persetujuan dari walī dan 
alasan wali tidak memberikan persetujuan dengan alasan yang syar‟i. Terkait nhal 
ini, Islam melalui ijtima ulama yang tertuang dalam kitab Al-Fiqh „alal Madzhibil 
Al-arba‟ah juz 4 hal 19 yang berbunyi; 







Seorang hakim boleh minikahkan wanita atas izin dan restu wanita itu 
setelah jelas tidah ada penghalang pernikahan, dan tidak ada wali, atau ada 
wali tapi menolak untuk menikahkan  atau lokasi wali berjauhan 
 
Pendapat ulama tersebut demi mencegah kedua pelaku berbuat zina. 
Sebagaimana yang kita tahu  bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
Allahswt. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Isrā‟/17: 32. 
           
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Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbautan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
49
 
Berdasarkan qiyas aulawi maka dapat dipahami bahwa mendekati zina 
merupakan perbuatan terlarang apalagi melakukan zina. Larangan berbuat zina 
menunjukkan keharaman melakukan zina, sehingga ketika melakukan perbuatan 
zina maka pelakunya akan di ganjar oleh dosa yang harus di pertanggung 
jawabkan. Kata        menunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan 
yang jahat atau buruk, sedangkan kalimat             menunjukkan bahwa 




Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan suami-isteri silariang tanpa 
persetujuan walī dan sikap tidak setuju tersebut berdasarkan alasan yang syar‟i 
maka pelaku silariang telah berbauat buruk atau jahat dan mengakibatkan 
keburukan atau kerugian bagi pelaku dan sekitarnya. Akibat buruk akibat silariang 
diantaranya ialah berkurangnya iman oleh pelaku, hilangnya atau berkurangnya 
rasa malu oleh pelaku, hilangnya kehormatan oleh pelaku, hilangnya wibawa oleh 
pelaku dan keluarga pelaku terkhusus oleh orang tua pelaku, murka dan azab 
Allah swt.dan lain sebagainya. 
Bagi pelaku silariang yang tidak mendapat persetujuan dari walī dan 
alasan wali tidak memberikan persetujuan tersebut dengan alasan yang syar‟ I 
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dimana pelaku silariang salah satunya atau kedua - duanya telah melakukan 
pernikahan yang sah sebelumnya maka disebut zina muhṣan. Adapun apabila 
pelaku belum sama sekali melakukan pernikahan yang sah disebut zina gairu 
muhṣan. 
Baerdasarkan HR. Abu Daud Nomor 4353 maka pelaku silariang yang 
tidak mendapat persetujuan dari wali dan alasan wali tidak memberikan 
persetujuan tersebut dengan alasan yang syar‟i yang merupakan zina muhṣan 
dikenakan sanksi rajam atau dilempar batu. Sedangkan berdasarkan QS.an-
Nūr/24:2 maka apabila pelaku silariang merupakan zina gairu muhṣan dikenakan 
sanksi berupa dera atau cambuk seratus kali.  
Penjelasan di atas merupakan langkah yang diputuskan bagi pelaku 
silariang secara hukum Islam. Beberapa hal disampaikan oleh informan terkait 




“Pendekatan kekeluargaan merupakan solusi paling jitu menurut saya. Jadi 
orang tua harus tahu betul seluk-beluk asmara anaknya, atau kalo bisa larang 
keras anaknya untuk pacaran karena itu kan zina, haram hukumnya dalam 






“Pendidikan itu paling penting, kalo bisa sekolah tinggi-tinggi biar paham 
dengan hal-hal seperti itu. Anak-anak sekarang juga harus kritis dan selektif 
terhadap keputusan, jangan saat terjebak cinta sesaat. Kalo bisa ndausahmi 
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“Harus ada saling pengertian antara semua pihak, antara anak dan orang tua. 
Orang tua harus paham dengan asmara anaknya, misalnya kalo pacarnya 
anaknya mau baek, melamar, terima dengan baik-baik. Karena biasanya kalo 
ditolak, itumi penyebab silariang. Anak juga harus mampu terbuka untuk 
sharing dengan orang tua. Itu bisa mereduksi fenomena silariang.” 
 
 
Merujuk pada hal tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan terkait dengan 
solusi untuk mengurangi terjadinya fenomena silariang ini sebagai berikut: 
1. Interaksi aktif antara orang tua dan anak 
2. Keterbukaan informasi antara anak dan orang tua 
3. Mengedepankan pendidikan formal maupun non formal 
4. Pemahaman terkait agama dan adat-istiadat.  
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Berikut kesimpulan pada penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim 
Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah Di 
Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II” dalam Hukum Perdata ditinjau dari Hukum 
Islam (Studi kasus di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng), yaitu: 
1. Dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan perkara 
pembatalan nikah dengan No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg adalah karena  
Pada perkara ini pelaku silaring tersebut melangsungkan pernikahan tanpa 
sedikitpun diketahukui oleh wali maupun keluarga pihak perempuan,  dan 
melangsungkan pernikahan dengan wali nasab yang tidak sah. 
Berdasarkan Pasal 71 Kompilasi hukum islam bagian (E). Maka 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan Silariang memang dilarang dalam 
agama Islam akan tetapi ada pertimbangan pertimbangan tertentu sehingga 
pernikahan silariang tersebut menjadi sah, seperti telah dijelaskan pada 
bab IV bagian C seperti wali nikah dari pihak perempuan tidak 
mempunyai alasan yang kuat (syari‟at)  untuk menolak, sehingga bisa 
memanggil wali nasab dri keluarga perempuan, dan seandainya menolak 
dengan alasan yang tidak kuat maka jalan keluar terakhir adalah wali 
hakim, dari uraian perkara ini pelaku silariang dari pihak perempuan 
memang telah menisbatkan wali nasab dalam pernikahannnya namun wali 




rusaknya perkawinan karena tidak sesuai dengan rukun nikah dan syariat 
agama. 
2. Dalam pandangan hukum Islam perkara pernikahan tersebut memang 
seharusnya dibatalkan sebab silariang dalam pandangan Islam dan adat 
merupakan hal tabu. Disisi lain, silariang tidak diakui oleh Negara secara 
hukum karena tidak tercatat di  Kemeterian Agama, atau dalam hal ini 
tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat berakibat fatal pada 
kehidupan dikemudian hari. 
B. Inplikasi Penelitian 
 Implikasi Penelitian yang diharapkan adalah agar penelitian ini dapat 
memberikan edukasi mengenai perkara hukum dan perkara adat silariang dalam 
bentuk kasus putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
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